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ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the accountability of
village fund management in Sambi Village, Reok Barat District,
Manggarai Regency. This study used a qualitative approach.
The results of the study indicate that the Sambi Village
Government has managed village finances in accordance with
the provisions of Permendagri No. 20 of 2018, covering all
stages from planning to accountability. Village fund
management is carried out accountably, with valid evidence of
receipts and expenditures, and financial reports submitted on
time. However, improving human resources and providing
access to information through the village website are still
needed to improve the effectiveness and transparency of
government. The implication is that improving human resources
and transparency of information through the creation of a
village website will strengthen village governance and
maximize community participation in village development

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis
akuntabilitas pengelolaan dana desa, di Desa Sambi,
kecamatan Reok Barat, kabupaten Manggarai. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pemerintan Desa Sambi telah
mengelola keuangan desa sesuai dengan Kketentuan
Permendagri No. 20 Tahun 2018, mencakup seluruh
tahapan mulai dari perencanaan hingga
pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa dilakukan
secara akuntabel, dengan bukti penerimaan dan
pengeluaran yang sah, serta laporan keuangan yang
disampaikan tepat waktu. Namun, peningkatan sumber
daya manusia dan penyediaan akses informasi melalui
website desa masih diperlukan untuk meningkatkan
efektivitas dan transparansi pemerintahan. Implikasinya,
peningkatan sumber daya manusia dan transparansi

informasi  melalui pembuatan website desa akan
memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan
memaksimalkan  partisipasi masyarakat  dalam

pembangunan desa.

55



PENDAHULUAN

Akuntansi adalah seni yang mendasarkan pada logika matematik, dikenal dengan
istilah pembukuan berpasangan (double-entry bookkeeping), yang telah dipahami sejak
abad ke-15 di Italia. Luca Pacioli, seorang tokoh penting dalam sejarah akuntansi,
mempublikasikan bukunya tentang pembukuan di Venice pada tahun 1495, yang menjadi
dasar perkembangan akuntansi modern. Akuntansi menjadi alat penting dalam dunia
bisnis karena memungkinkan pengelolaan dan pelaporan informasi keuangan secara
efektif, yang sangat dibutuhkan oleh manajer, investor, dan pemangku kepentingan
lainnya untuk membuat keputusan yang tepat terkait alokasi sumber daya.

Di Indonesia, praktik akuntansi telah dikenal sejak masa penjajahan Belanda pada
tahun 1642 dan mulai diterapkan secara lebih luas pada tahun 1747 di Jakarta. Dalam
konteks pemerintah, akuntansi sektor publik memegang peran penting dalam mengelola
dan melaporkan keuangan organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan desa. Akuntansi sektor publik berbeda dari akuntansi bisnis karena fokus
utamanya adalah pada akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penggunaan dana
publik. Sistem akuntansi pemerintah yang baik memungkinkan pengelolaan keuangan
yang lebih transparan dan efisien, serta membantu pemerintah mempertanggungjawabkan
penggunaan dana kepada publik.

Desa, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia, memiliki peran
yang signifikan dalam pembangunan nasional. Dana desa yang disalurkan sejak tahun
2015 melalui APBN bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, termasuk
infrastruktur, pendidikan, dan perekonomian masyarakat desa. Namun, pengelolaan dana
desa sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pengetahuan tentang akuntansi,
transparansi, dan akuntabilitas, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana. Oleh
karena itu, penting bagi pemerintahan desa untuk menerapkan sistem akuntansi yang baik
agar dapat mengelola dana desa dengan efektif dan transparan, serta mendukung
pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kondisi akuntabilitas diDesa Sambi belum begitu menonjol dan kurangnya
transparansi aparat Desa Sambi dalam menjalankan akuntabilitas, ini bisa dilihat dari
kondisi infrastruktur dan kondisi ekonomi Desa Sambi, yang mana infrastruktur Desa
Sambi masih jauk dari kata baik dan banyak warga Desa Sambi masih hidup dibawa garis
kemiskinan, dikarenakan kurannya dorongan atau perhatian dari aparat Desa Sambi.
sehingga banyaknyak pengangguran yang kecendrungnya mengharapkan bantuan atau
bansos dari pemerintah. Ini disebabkan tidak tersedianya pelatihan khusus untuk
masyakat dalam hal meningkatkan kinerja atau kualitas berkerja dan berwira usaha.
Dalam hal pendataan masyarakat miskin pemerintahan Desa Sambi sudah melakukannya
dengan baik, namun kebanyakan pada akirnya banyak juga warga tidak mendapatkan
bansos dari pemerintah seperti sembako, blt, pkh, dan lain-lain ini menimbulkan
pertanyaan besar dimasyarakat Desa Sambi dan menimbukan ketikpercayaan masyarakat
terhadap pemerintah Desa Sambi. Disamping itu sering sekali masyarakat tidak dilibatkan
dalam hal pembangunan desa seperti proyek desa, kebanyakan aparat Desa Sambi lebih
memilih meraka sendiri yang mengerkannya. Jika memang aparat Desa Sambi peduli
dengan masyaraknya, segala kegiatan tersebut diserahkan kepada masyarak yang
membutuhkan pekerjaan itu, lebih khususnya kuli yang biasa disebut dalam masyarakat
Desa Sambi yaitu tukang. maka dari itu pentingnya akuntabilitas dana desa di perhatikan
atau dijalakan oleh pemerintah desa.

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk mengalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa, di Desa Sambi, kecamatan
Reok Barat, kabupaten Manggarai. Penerapan akuntansi yang baik dalam pengelolaan
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keuangan desa memberikan berbagai manfaat penting, antara lain memperoleh masukan
dan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta efektivitas dan
efisiensi penggunaan dana desa. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintahan desa dan membantu mewujudkan tata kelola
pemerintahan desa yang baik atau good governance, yang pada akhirnya mendukung
pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, bertujuan untuk memahami fenomena yang
dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, dan tindakan secara holistik dan
deskriptif. Lokasi penelitian berada di kantor Desa Sambi, Kecamatan Reok Barat,
Kabupaten Manggarai, dengan subjek penelitian terdiri dari tujuh orang yang terkait
dengan pemerintahan desa. Data penelitian mencakup data primer yang diperoleh melalui
wawancara mendalam dan data sekunder yang diambil dari dokumen pemerintah desa.
Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi partisipan, analisis dokumen,
analisis visual, dan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis
deskriptif kualitatif dengan menggunakan Model Miles and Huberman tahun 1984 yang
isinya Mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan dilakukan terus menerus sampai tuntas, segingga datanya jenuh. Aktivitas
dalam analisis data yaitu redukasi data, tampilan data, dan pemarikan kesimpulan dan
verifikasi, dengan penjelasan dibawah ini:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan, untuk itu maka perlu dicatat secara
teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi
data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Tampilan data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan
data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan flowchart. Untuk menyajikan
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif,

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah dua langkah penting dalam analisis
data, baik kualitatif maupun kuantitatif.
a. Penarikan Kesimpulan
e Definisi: Tahap akhir dalam analisis data, di mana peneliti mencari
makna, keteraturan, pola, penjelasan, dan hubungan antar data.
e Tujuan: Menjawab pertanyaan penelitian, mencapai tujuan penelitian, dan
menghasilkan temuan yang kredibel.
b. Verifikasi
o Definisi: Memastikan kesimpulan yang ditarik akurat, valid, dan reliabel.
e Tujuan: Meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.
c. Hubungan antara Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
o Verifikasi dilakukan setelah penarikan kesimpulan.
o Verifikasi dapat memperkuat atau melemahkan kesimpulan.
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o Kesimpulan yang tidak diverifikasi riskan bias dan tidak kredibel.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas pengelolaan dana Desa Sambi.

Dalam melakukan pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Sambi telah melakukan
penyusunan rencana APBDes tahun 2022 dan tahun 2023, pelaporan Laporan realisasi
pelaksanaan APBDes 2022 dan 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah
Desa Sambi dalam mengelola dana desa dalam satu periode kepada Pemerintah
Pusat/Daerah yang disusun oleh Sekretaris Desa Sambi.

Prosen akuntabilitas pengelolaan dana Desa Sambi

Proses akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa bisa dijelaskan dalam beberapa
tahapan yang meliputi:
1. Perencanaan

Perencanaan Alokasi Dana Desa Dalam perencanaan penggunaan anggaran desa
mulai dari tahap musyawarah desa dengan berpedoman kepada RJMDes, kemudian
disusun dalam RKPDes dan baru di buat APBDes. Proses perencanaan dana desa juga
melibatkan masyarakat Desa Sambi dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggung
jawaban sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan Desa Sambi.
Proses perencanaan semuanya melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan dan
pelaksanaan sehingga masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan ini.
Semua kegiatan harus berpedoman kepada skala prioritas kegiatan hasil musrenbang desa
tahun sebelumnya. Perencanaan dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi
masyarakat dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

Perencanaan pembangunan Desa Sambi di musyawarahkan pada tahun 2021
mengenai rencana pembangunan desa tahun 2022, untuk mengalokasikan dana yang
bersumber dari pendapatan asli desa sebesar Rp.1.558.000 dan pendapatan transfer
1.547.631.000 dan Perencanaan tahun 2023 di musyawarahkan tahun 2022 mengenai
rencana pembangunan desa tahun 2023, untuk mengalokasikan dana yang bersumber dari
pendapatan asli desa sebesar Rp.1.558.000, pendapatan transfer 1.303.760.000 dan
pendapatan lain-lain Rp.1.153.976. Diuraikan seperti pada tabel berikut, untuk
perencanaan pembangunan desa tahun 2022 dan 2023:

Tabel 1. Perencanaan pembangunan desa tahun 2022 dan 2023

Tahun 2022
No Uraiyan Jumlah (Rp)
1 Belanja bidang penyelenggaraan 399.990.000,00
pemerintahan desa
2 Bidang pelasanaan pembangunan desa 377.208.960,00
3 Bidang pembinaan kemasyarakat 28.689.000,00
4 Bidang pemberdayaan masyarakat 224.613.600,00
5 Bidang penanggulan bencana darurat dan 608.245.440,00
mendesak
Total 1.549.189.000.00
1 Belanja bidang penyelenggaraan 366.052.976,00
pemerintahan desa
2 Bidang pelasanaan pembangunan desa 508.000.185,00
3 Bidang pembinaan kemasyarakat 82.361.000,00
4 Bidang pemberdayaan masyarakat 114.000.000,00
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5 Bidang penanggulan bencana darurat dan 237.600.000,00
mendesak
Total 1.306.471976

Sesui dengan penyataan dalam hasil wawancara dengan Kepala Desa Sambi sebagai
berikut:

Jadi yang terlibat itu adik mulai dari kepala desa, aparat desa dan masyarakat juga
disertakan, untuk menciptakan kepercayaan. begitu cara yang saya lakukan, dalam
perencanaan ini hal-hal yang saya lakukan adalah menyusun rancangan APBDes
berdasarkan RKPDes dan hasil pembahasan di Musdes, Rancangan APBDes
kemudian disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan nah BPD ini
juga perwakilan dari masyarakat. Mereka yang memberikan persetujuan, terus
selanjutnya saya dan Aparat Desa Bertugas melaksanakan program-program yang
telah ditetapkan dalam APBDes. Peryataan ini didukung dengan peryataan kedua
Beliau:
Sebagai Kepala Desa, saya memegang amanah mulia untuk memimpin desa dalam
mencapai kemajuan dan kesejahteraan desa kita dan Dana Desa sebagai sumber
pendanaan utama desa, kami sebagai aparat Desa Sambi memegang peranan
penting dalam mewujudkan visi dan misi desa ini. Oleh karena itu, saya berkomitmen
untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola dengan baik, transparan, akuntabel,
dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Dari penyataan di atas dapat dismpulkan bahwa Kepala desa menunjukkan visi dan
misi yang jelas untuk kemajuan dan kesejahteraan desa, Hal ini dibuktikan dengan
komitmennya untuk mengelola Dana Desa dengan baik, transparan, dan akuntabel, serta
fokus pada program-program pemberdayaan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Masyarakat bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif terlibat dalam
prosesnya. Kepala desa menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sejak awal,
mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program,Hal ini dilakukan untuk membangun
kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan desa. Selanjutnya Penyusunan APBDes
tidak dilakukan secara sepihak oleh kepala desa dan aparat desa Melainkan, melibatkan
berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, melalui Musyawarah Desa (Musdes), Hasil
pembahasan di Musdes kemudian dijadikan dasar penyusunan RKPDes dan APBDes.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari AD sepenuhnya
dilakukakn oleh Tim Pelaksana Desa (TPK), Guna mendukung dan penyampaian
informasi secara jelas kepada masyarakat. RPJMDes sebagai pedoman kepala desa
selama delapan tahun menjabat dan sudah direncanakan secara bertahap setiap tahunnya.
Selanjutnya Pengelolaan Dana Desa yang perlu dilakukan adalah Penarikan Dana ini
tugas Bendahara, menarik dana dari kas desa untuk operasional desa. Selanjutnya Belanja
desa, Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan harus melampirkan dokumen
termasuk rencana anggaran biaya, Anggaran ditinjau oleh sekretaris desa dan melalui

persetujuan kepala desa.
Baik disini saya (Kepala Desa Sambi) menjelaskan secara detail proses
pelaksanaanya yang terjadi didesa kita, didesa lain juga pasti melakukanya juga.
jadi yang pertama Seluruh pendapatan dan belanja desa harus melalui rekening kas
desa, Terus Bukti TransaksiSetiap pemasukan dan pengeluaran desa harus
dibuktikan dengan kuitansi yang sah, kami sebagai aparat desa dilarang memungut
pendapatan yang tidak diatur dalam peraturan desa kita.

Dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kegiatan di Desa Sambi Dilakukan oleh Tim
Pelaksana Desa (TPK) berdasarkan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan
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sesuai arahan kepala desa selanjutnya TPK bertanggung jawab untuk menyampaikan
informasi secara jelas kepada masyarakat terkait kegiatan yang dilaksanakan. Serta
Pengelolaan Dana Desa Sambi dimulai dari Penarikan dana dilakukan oleh Bendahara
desa dari kas desa untuk operasional desa, Bendahara harus membuat laporan penarikan
dana dan penggunaan dana dan Laporan tersebut harus diserahkan kepada kepala desa
secara berkala. Belanja Desa Sambi di mulai dari Pelaksana kegiatan yang mengajukan
pendanaan harus melampirkan dokumen, termasuk rencana anggaran biaya terus
Anggaran ditinjau oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa dan Bukti transaksi
setiap pemasukan dan pengeluaran desa harus dibuktikan dengan kuitansi yang sah.

Prinsip Pengelolaan Dana Desa Sambi yaitu Seluruh pendapatan dan belanja desa
harus melalui rekening kas desa. Aparat desa dilarang memungut pendapatan yang tidak
diatur dalam peraturan desa, dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Dana Desa di Desa
Sambi dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan
komitmen kepala desa untuk memajukan dan menyejahterakan desa melalui pengelolaan
Dana Desa yang optimal.

3. Penatausahaan

Penatausahaan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan
di Desa Sambi di bentuk oleh PTPKD, PTPKD berfungsi sebagai pengelolaan dana desa
mulai dari menyusun perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam mengelola
dana desa. penatausahaan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dana desa di
Desa Sambi di bentuk oleh PTPKD, bendahara desa setiap bulan wajib melaporkan
kepada kepala desa baik penerimaan atau pengeluaran dana desa. penatausahaan yang
digunakan dalam pengelola dana desa yang dilakukan berhubungan dengan
penatausahaan yang dibentuk oleh PTPKD. Dimana PTPKD merupakan pengelola
keuangan desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Sesuai

dengan penyetaan kepala desa dalam hasil wawancara sebagai berikut:
Penetausahaan tugasnya berdahara, jadi bendahara wajib mencatat semua
transaksi seperti belanja, penarikan, atau apapun itu harus dicatat sebagai bukti
nantinya yang kemudian diserkan kepada kepala desa dan BPD.

Dari pernyaataan diatas dapat disumpulkan bahawa Penatausahaan Dana Desa Di
Desa Sambi, penatausahaan dana desa dilakukan oleh Panitia Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD), PTPKD bertugas mengelola dana desa mulai dari perencanaan
sampai dengan pertanggungjawaban selanjutnya Bendahara desa wajib membuat laporan
keuangan setiap bulan kepada kepala desa, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran
dana desa dan Laporan keuangan tersebut harus disertai dengan bukti transaksi yang sah.
Untuk Tugas Bendahara Desa ia Mencatat semua transaksi keuangan desa, baik
pemasukan maupun pengeluaran, Menyimpan bukti transaksi dengan aman dan Membuat
laporan keuangan secara berkala serta Menyerahkan laporan keuangan kepada kepala
desa dan BPD.

4. Pelaporan

Dalam pelaporan dana desa di Desa Sambi dibuat oleh TPPKD, dimana dana desa
dibuat dan dilaporkan kepada kepala desa berdasarkan laporan dari TPK (Tim Pelaksana
kegiatan) yang harus di pertanggung jawabkan dihadapan kepala desa. pelaporan dana
desa seperti Laporan keuangan Desa Sambi disampaikan setiap ada kesempatan bertemu
dengan masyarakat seperti acara selapanan RT/RW dan rapat dengan BPD. Kepala Desa
Sambi wajib melaporkan realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati seperti:

a. Laporan Semester Pertama: Dilakukan paling lambat akhir Juli tahun berjalan.
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b. Laporan Semester Akhir: Dilakukan paling lambat akhir Januari tahun
berikutnya.

Ini bertujuan untuk Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan
dana desa, Memonitor kemajuan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan Menjadi
dasar evaluasi dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa depan. Manfaatnya
adalah Memastikan dana desa digunakan secara efektif dan efisien, Meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan Mendukung tercapainya tujuan
pembangunan desa. Sesuai denga pernyataan kepala desa dalam hasi wawancara sebagai

berikut:
Tugas saya sebagai Kepala Desa Sambi, wajib melakukan penyampaian laporan
realisasi pelaksanaan APBD kepada Bapak Bupati, seperti Laporan yang bersifat
semester pertama berupa laporan realisasi APBD, Laporan realisasi pelaksanaan
APBD disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan Laporan
bersifat semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari
tahun berikutnya.

Kesimpulanya Pengelolaan Dana Desa di Desa Sambi dilakukan dengan menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara efektif dan
efisien untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa harus siap bertanggungjawab ata semua proses yang sudah dilakukan
karena sudah menjadi kewajibannya sebagai pemimpin dalam mengelola keuangan desa,
termasuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan
perencanaannya. Dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat pemerintah Desa Sambi
melakukan dengan cara pertemuan-pertemuan yang ada di desa, seperti selapanan Rt atau
Rw, papan informasi, dan lain-lain. Desa Sambi menunjukkan komitmen yang kuat untuk
mengelola dana desa secara bertanggung jawab. Bukti transaksi yang lengkap, evaluasi
bersama masyarakat, dan pelaporan yang transparan kepada pemerintah kabupaten
menjadi bukti nyata akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Upaya
ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan
efektivitas penggunaan dana desa dan mendukung kemajuan pembangunan desa. Di Desa
Sambi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi prioritas
utama. Seluruh aparatur desa bahu-membahu mempertanggungjawabkan setiap
penggunaan dana desa, baik kepada masyarakat maupun pemerintah kabupaten. Sesuai

denga pernyataan kepala desa dalam hasi wawancara sebagai berikut:
Jadi melakukan pertanggung jawaban dilakukan oleh semua aparatur Desa Sambi
dengan cara menunjukan buktik transaksi kepada masyarakat dan pemerintah
kabupaten, dengan cara mengevaluasi semua kegiatan bersama masyarakat dan
mencetak bukti.

Jadi Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Sambi dilakukan dengan transparan,
akuntabel, dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan komitmen kepala desa untuk
membangun desa yang maju dan sejahtera dengan melibatkan seluruh elemen
masyarakat.

Dari semua pernyataan diatas sesui dengan pernyataan dari kepala dusun Desa Sambi

sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Sambi beliau menyapaikan sebagai berikut:
Saya sebagai perwakilan masyarakat saya harus memastikan semua aparat desa ke
arah yang benar. Nah, salah satu tugas penting saya sebagai Kadus adalah
mengawasi para "bawahan kami", yaitu aparat desa, agar mereka bekerja dengan
baik dan amanah masyarakat terlaksana. aparat desa sudah melakukanya, itu 3
bulan lalu masih ada bener diperempatan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi,
karena ulah anak2 sudah meruknya makanya tidak ada lagi , Tapi lebih sering didesa
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kita melakukan rapat terbuka dalam hal evaluasi semua kegiatan.

Dari semua pernyataan atau hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahawa,
aparatur Desa Sambi sudah melakukan akuntabilitas dengan baik, sesuai dengan
peraturan yang berlaku tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Desa Sambi telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai
dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, mencakup seluruh tahapan mulai dari
perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam perencanaan, rancangan Peraturan
Desa disusun dan disampaikan oleh Sekretaris Desa, sementara pelaksanaan pengelolaan
dana desa dilakukan dengan memprioritaskan bidang pemerintahan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat, serta didukung oleh bukti penerimaan dan pengeluaran yang
sah. Penatausahaan dilakukan dengan ketepatan waktu dan bukti sah setiap bulannya, dan
pelaporan realisasi APBDesa disampaikan tepat waktu setiap semester. Akhirnya, tahap
pertanggungjawaban juga dilakukan secara akuntabel dengan publikasi laporan kepada
masyarakat, sebagaimana terlihat pada laporan tahun 2022 dan 2023 yang dipublikasikan
melalui media cetak.

Pemerintah Desa Sambi sebaiknya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia dengan menambah jumlah personel serta meningkatkan keterampilan aparatur
desa guna mewujudkan stabilitas dan efektivitas pemerintahan yang lebih baik. Selain itu,
pembuatan situs web desa perlu segera direalisasikan untuk mempermudah masyarakat
dalam mengakses informasi terkait layanan dan program desa. Bagi peneliti selanjutnya,
disarankan untuk menambah cakupan tahun anggaran dalam penelitian sehingga
memungkinkan analisis perbandingan yang lebih mendalam antara dua periode anggaran,
serta melibatkan lebih banyak informan agar memperoleh data dan informasi yang lebih
kaya dan komprehensif dalam menyusun hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.
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